
 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

BAB V 
PENUTUP 

 
Berdasarkan hasil penelitian tentang aturan malompek banda dalam 

perkawinan masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan ditinjau 

dari maqashid syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aturan malompek banda dalam perkawinan masyarakat Padang Magek 

adalah denda adat yang dikenakan kepada masyarakat Nagari Padang 

Magek yang menikah dengan orang luar Nagari Padang Magek, kecuali 

dengan Jorong Rambatan. Pelaksanaannya melalui tahapan yang jelas, 

dimulai dari proses peminangan (batimbang tando), pengurusan surat 

pengantar perkawinan melalui mamak dan niniak mamak, hingga 

pembayaran pitih malompek banda. Tradisi ini telah dituangkan dalam 

Peraturan Nagari Padang Magek Nomor 03 Tahun 2025 dan disepakati 

melalui musyawarah besar nagari, sehingga memiliki kekuatan hukum 

yang kuat. 

2. Tradisi malompek banda dilatarbelakangi oleh faktor historis, sosial, dan 

ekonomi. Secara historis, aturan ini berasal dari larangan menikah keluar 

nagari yang kemudian diberi kelonggaran dengan syarat pembayaran 

denda adat. Secara sosial, malompek banda berfungsi menjaga hubungan 

dan tanggung jawab antara mamak, kemenakan, dan niniak mamak, serta 

memperkuat struktur adat dalam perkawinan. Dari sisi ekonomi, besaran 

denda ditetapkan Rp.350.000 untuk laki-laki dan Rp.250.000 untuk 

perempuan, bahkan dapat diringankan atau ditiadakan bagi masyarakat 

yang tidak mampu, sehingga tidak menjadi penghalang mutlak bagi 

terlaksananya perkawinan. 

3. Tradisi malompek banda ditinjau dari maqashid syariah, tradisi malompek 

banda mengandung nilai menjaga hubungan sosial, menjaga kehormatan 

keluarga dan legalitas adat agar perkawinan diakui secara adat. Oleh karena 

itu, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat 
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dibenarkan berdasarkan kaidah al adatul muhakkamah, selama 

pelaksanaannya tetap mengedepankan kemaslahatan dan tidak bersifat 

memberatkan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi niniak mamak yang ada di Nagari Padang Magek hendaknya terus 

menjalankan tradisi malompek banda ini sesuai dengan ketentuan yang 

tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 

2. Bagi masyarakat Nagari Padang Magek Masyarakat diharapkan memahami 

bahwa tradisi malompek banda bukan sekadar denda adat, melainkan 

bentuk penghormatan terhadap adat, mamak, dan niniak mamak, serta 

sebagai upaya menjaga keteraturan dan kemaslahatan dalam perkawinan. 

3. Kekompakan antara perangkat nagari dan niniak mamak sangat diperlukan, 

agar tradisi malompek banda ini dapast dilestarikan dengan baik. 
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